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pengaturan serta dapat mempertimbangkan penggunaan metode 

omnibus law dengan tetap penuh kehati-hatian dan ketelitian serta 

membuka partisipasi atau masukan dari berbagai kalangan. 

3. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, khususnya mengatur mengenai standar atau 

pedoman baku (bersifat mengikat) legislator dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat 

ketentuan pidana agar menghasilkan kebijakan kriminalisasi yang 

rasional dan argumentatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 
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